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ABSTRAK

Pernikahan online merupakan suatu permasalahan sosial yang telah lama
terjadi di negara Indonesia. Sebelumnya kasus pernikahan online banyak terjadi
dikalangan orang yang sedang terpaut jarak antar negara, entah karena suatu
pekerjaan atau sebab-sebab lainnya. Namun baru-baru ini pernikahan online
menjadi suatu opsi yang terjadi di Indonesia meskipun tidak terpaut jarak yang jauh.
Hal tersebut terjadi akibat keadaan darurat dimana Indonesia terserang wabah yang
dapat menimbulkan kematian kepada penderitanya, sedangkan sebuah pernikahan
merupakan suatu hal yang harusnya dilaksanakan dengan berdekatan dan dalam
syaratnya pernikahan melibatkan lebih dari dua individu. Tentunya banyak pihak
yang mempertanyakan terkait legalitas atas dilaksanakannya pernikahan online,
karena pada hakikatnya Indonesia merupakan negara hukum dimana setiap
Tindakan yang dilakukan baik pemerintah atau rakyatnya dilandaskan oleh hukum.
Oleh karenanya diperlukan suatu legalitas atau landasan hukum yang pasti dalam
pelaksanaan pernikahan online itu sendiri.

Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (Library Research). Dalam
pemecahan permasalahannya, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif
analisis dengan pendekatan yuridis empiris, untuk melihat suatu kenyataan hukum
didalam masyarakat dan mengkajinya dengan merujuk pada ketentuan hukum yang
relevan di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, kebijakan hukum tentang
kebolehan pernikahan online di Yogyakarta menekankan pada keadaan darurat
dimana salah satu mempelai benar-benar tidak dapat hadir dalam majelis. Kedua,
bahwa praktik pernikahan online di Yogyakarta dan kebijakan yang dijadikan
landasan mendasar pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan
Fatwa MUI hasil [jtima Ulama ke-7 sebagai landasan dilaksanakannya pernikahan
online di Yogyakarta.

Kata kunci: Pernikahan online, pandemi COVID-19, Hukum Islam



ABSTRACT

Online marriage is a social problem that has long occurred in Indonesia.
Previously, there were many cases of online marriage among people who were in a
distance between countries, either because of a job or other causes. But recently
online marriage has become an option that occurs in Indonesia even though it is not
far apart. This happened due to an emergency where Indonesia was attacked by an
outbreak that could cause death to the sufferer, while a marriage is something that
should be carried out close together and in the condition that the marriage involves
more than two individuals. Of course, many parties question the legality of carrying
out online marriages, because in essence Indonesia is a legal country where every
action taken by either the government or its people is based on law. Therefore, a
legality or a definite legal basis is needed in the implementation of online marriage
itself.

This research is a Library Research. In solving the problem, researchers use
descriptive research methods of analysis with an empirical juridical approach, to
see a legal reality in society and study it by referring to relevant legal provisions in
Indonesia.

The results of this study show that first, the legal policy on the ability of
online marriage issued by Yogyakarta emphasizes an emergency where one of the
bride and groom is really unable to attend the assembly. Second, that the practice
of online marriage in Yogyakarta and the policies that are used as the fundamental
basis for Peraturan Menteri Agama Number 20 of 2019 and mui fatwas from the
7th Ijtima Ulama as the basis for implementing online weddings in Yogyakarta.

Keywords: Online marriage, COVID-19 pandemic, Islamic Law
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MOTTO
“Allah tidak pernah tidur, seberat apapun ujiannya jika kamu yang diberi ujian itu,

maka percayalah bahwa menurut Allah kamu mampu melewatinya”
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk paling sempurna yang di karuniai akal pikiran
oleh Allah SWT. Manusia juga merupakan makluk yang paling dimuliakan oleh
Allah SWT dibanding makhluk lainnya, Allah telah menetapkan aturan tentang
pernikahan agar manusia tidak melanggar aturan-Nya. Aturan tersebut dibuat agar
manusia tidak berperilaku semaunya seperti binatang yang tidak memiliki aturan.’

Berbicara tentang pernikhan merupakan sebuah topik yang selalu menarik
untuk di bahas. Bukan hanya membahas tentang sebatas bermain peran antara dua
individu dan seksualitas. Namun pernikahan mempunyai arti lebih mendalam dari
pada itu, karena pernikahan merupakan hal yang sakral dan telah di atur dalam
agama. Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya
sekedar keseriusan dalam sebuah hubungan, pernikahan dalam islam merupakan
suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Bahkan disebutkan bahwa pernikahan
adalah menggenapkan setengah agama.

Ada berbagai macam pengertian pernikahan dari berbagai sudut pandang.
Akan tetapi secara keseluruhan memiliki pengertian yang sama hanya saja
redaksionalnya berbeda. Nikah berasal dari bahasa arab \a\S5 — =S — =<5 yang berarti
berkumpul atau bersetubuh. Kata tersebut dalam bahasa Indonesia sering disebut

dengan kawin atau perkawinan. Kata kawin merupakan kata lain dari nikah, kata

'H. S. A. Alhamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Amani, 1980) him. 15



menikahi sama saja dengan mengawini dan menikahkan. Dengan demikian istilah
pernikahan mempunyai arti sama dengan perkawinan.’

Adapun menurut syarak, nikah merupakan akad serah terima antara laki laki
dan perempuan yang bertujuan untuk saling memuaskan satu dengan yang lainnya
dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat
yang sejahtera.’ Menurut hukum islam perkawinan adalah suatu akad yang sangat
kuat atau mustaaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah.*

Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Yang bertujuan
untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.’

Karena itu, pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan seorang
laki laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk dapat bergaul sehingga
menimbulkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Karena adanya aturan yang

telah di tetapkan itulah, manusia berbeda dari makhluk Tuhan yang lainnya

(hewan/tumbuhan).

2 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), him. 614
3 M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hIm.

* Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2003), him.

5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



Namun pada 2 Maret 2020 lalu Indonesia mulai diserang wabah virus
corona (covid-19), dimana virus tersebut telah dimasukan ke dalam daftar pandemi
oleh WHO (World Health Organization) karena sudah menyebar ke seluruh dunia
dan penyebarannya telah melampaui batas. Hal tersebut membuat pemerintah
Indonesia mengambil langkah Social Distancing, dimana pada masa itu pemerintah
menghimbau untuk melakukan kegiatan secara terbatas. Langkah pemerintah
tersebut juga membuat Kementrian Agama melakukan kebijakan Work From Home
(WFH) atau bekerja dari rumah. Semua pelayanan yang dilakukan seperti informasi
dan konsultasi terkait dengan keagamaan dilakukan secara online melalui website
resmi Kementrian Agama.

KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan salah satu unit pelayanan yang
disediakan oleh Kementrian Agama, dimana mereka melayani pendaftaran
pencatatan nikah hingga akad nikah. Namun karena kebijakan WFH tersebut
mereka hanya membuka pelayanan pendaftaran nikah via daring (online).
Perkembangan teknologi telah membantu meringankan pekerjaan manusia apalagi
di masa pandemi seperti saat ini. Begitu pula dalam hal komunikasi, berkat
berkembangnya teknologi komunikasi kini kita bisa dengan mudah berkomunikasi
dan bertatap wajah meskipun dalam jarak yang jauh.

Pada kenyataannya kemajuan teknologi tersebut tidak hanya digunakan
untuk mempermudah pekerjaan pada masa pandemi ini. Pernikahan yang dianggap
sakral dan umumnya dilakukan secara langsung, namun dengan alasan pandemi
terdapat beberapa orang yang tetap melakukan pernikah secara daring bukan hanya

antara mempelai dan tamu undangan, namun juga akad pernikahan yang akan



dilaksanakan. contohnya, kasus seorang warga asal Surabaya yang melaksanakan
akad via daring (video call) dengan kekasihnya yang berasal dari Kabupaten
Kolaka, Sulawesi pada tanggal 25 Maret 2021. Adapula seorang pasien isolasi
covid-19 di Wisma Atlet Jakarta, seorang gadis asal Depok yang tetap melakukan
akad nikah via daring dengan calon suaminya yang berada di KUA Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan.

Pada dasarnya kasus pernikahan secara daring seperti yang telah disebutkan
sebelumnya sudah banyak terjadi di Indonesia. Para ulama sepakat bahwa
pernikahan di anggap sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan
gabul antara mempelai pria dan wanita ataupun yang menggantikannya. Jumhur
ulama telah menyatakan bahwa ijab qabul harus memenuhi beberapa unsur:®
Diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan,
maka boleh dengan tulisan atau mengunakan tanda-tanda isyarat tertentu.
Dilaksanakan dalam satu majelis.

. Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh kata-kata lain atau perbuatan-
perbuatan lain yang mempunyai maksud mengalihkan ijab gabul.

Tidak boleh digantung pada satu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang
atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu.

Masing-masing pihak wajib mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-
isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak diwaktu akad

nikah.

¢ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Jogjakarta:
Liberty, 1999), hlm. 53



Banyak perbedaan pendapat antar ulama terkait “satu majelis” dalam melaksanakan
ijab gabul tersebut. Hal ini yang menyebabkan banyak perdebatan terkait sah atau
tidaknya pernikahan yang dilaksanakan secara online. Namun pada kenyataannya

sudah banyak praktik pernikahan online tersebut.

Oleh karna itu pemerintah memiliki peran penting dalam mengeluarkan
kebijakan terkait fenomena pernikahan yang dilaksanakan secara daring pada masa
pandemi ini. Terkait sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilaksanakan secara
daring tersebut akan berpengaruh terhadap pencatatan pernikahan yang dilakukan
oleh KUA. Dalam hal ini, pemerintah daerah mempunyai peran besar dikarenakan
mereka langsung terlibat dalam masyarakat. Di Yogyakarta sendiri sudah ada
beberapa kasus pernikahan yang dilakukan secara daring akibat salah satu
mempelai terjangkit virus Covid-19. Dalam hal itu, tentunya pemerintah
Yogyakarta mempunyai klausul tersendiri terhadap pernikahan yang dilakukan

secara daring/online tersebut.

Berdasarkan pernyataan yang telah dikemukakan diatas dari latar belakang
masalah tersebut, penyusun sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait
“KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH TENTANG PERNIKAHAN

ONLINE PADA MASA PANDEMI DI YOGYAKARTA”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penyusun
mengidentifikasi pokok permasalahan yang akan dikaji lebih rinci. Adapun pokok
permasalahan tersebut, yaitu:

1. Bagaimana prosedur pernikahan yang dilakukan secara online?

2. Apa kebijakan yang dijadikan landasan oleh pemerintah Yogyakarta terkait
prosedur pernikahan dan pelaksanaan pernikahan secara online pada masa
pandemi?

3. Apakah kebijakan yang digunakan oleh pemerintah Yogyakarta terkait
pernikahan yang dilakukan secara online tersebut sudah sesuai dengan

ketentuan hukum islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari diadakannya penelitian adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui bagaimana prosedur dalam melaksanakan pernikahan secara
online

b. Mengetahui bagaimana pemerintah Yogyakarta merespon tentang
fenomena pernikahan online di masa pandemi.

c. Mengetahui bagaimana keabsahan pernikahan secara online menurut
hukum islam.

2. Kegunaan



Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para
pembaca dalam memberikan pengetahuan dan wawasan perihal kebijakan
yang telah dikeluarkan pemerintah terkait dengan pernikahan di masa
pandemi ini.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi
pemikiran dalam bidang hukum perdata terkait pernikahan online, selain
itu penelitian ini juga di harapkan bisa menjadi pertimbangan bagi seluruh
masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan online baik dimasa

pandemi maupun tidak.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, telaah pustaka digunakan penulis
untuk mengetahui informasi informasi dan juga uraian hasil-hasil penelitian
sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji oleh

penulis saat ini.”

Fenomena pernikahan online pada dasarnya telah mengundang
banyak kalangan masyarakat untuk mengkaji, menuangkan buah hasil
pemikirannya perihal keabsahan dan isu-isu lain yang terkait dengan pernikahan

online tersebut ke dalam tulisan-tulisan seperti artikel, jurnal, skripsi, makalah dan

masih banyak lagi.

7 Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah
Press,2009), him. 3



Dari berbagai telaah pustaka yang penyusun lakukan, ditemukan karya
ilmiah berbentuk skripsi melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu skripsi yang
ditulis oleh Fithrotul Yusro yang berjudul, “Analisis Hukum Islam terhadap
Pelaksanaan Akad Nikah pada masa Covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu
Kabupaten Mojokerto”.® Pada penelitian ini dijelaskan bagaimana pelaksanaan ijab
kabul wali dan calon mempelai laki-laki pada masa covid 19 di KUA kecamatan
Dlanggu kabupaten Mojokerto dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap
pelaksanaan ijab kabul pada masa covid 19 di KUA kecamatan Dlanggu kabupaten
Mojokerto. Dalam skripsi karya Fithrotul Yusro dijelaskan bahwa pelaksanaan ijab
Kabul di KUA kecamatan Dlanggu kabupaten Mojokerto, antara mempelai laki-
laki dan wali terjadi tanpa berjabat tangan. Dalam hukum islam praktik nikah
tersebut dianggap sah meskipun tidak berjabat tangan dikarenakan ketika ijab
diucapkan oleh waki nikah kemudian kabul diucapkan oleh mempelai laki-laki,
rukun dan syarat-syarat nikah pun telah terpenuhi. Tidak berjabat angan dalam
pelaksanaan akad nikah di masa pandemi COVID-19 boleh dilakukan karena
kemadharatan.

Selain pendekatan yuridis empiris juga terdapat beberapa karya ilmiah
dalam bentuk skripsi yang menggunakan pendekatan teologi normative (Hukum
Islam) dan yuridis normatif, yaitu skripsi yang ditulis oleh Syarifa Rahmah dengan

judul “Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam”.® Skripsi

8 Fithrotul Yusro, Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Nikah pada masa
Covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya (2020)



ini menguraikan tentang pelaksanaan ijab qabul secara /ive streaming melalui
aplikasi zoom dimana wali mengucapkan ijab disuatu tempat dan calon mempelai
laki-laki mengucapkan qabul dari tempat lain. Dalam skripsi ini juga membahas
tentang apa itu /ive streaming serta tata cara pernikahan yang dilakukan secara /ive
streaming. Persamaan skripsi yang ditulis oleh Syarifa Rahmah dengan skripsi yang
ditulis penyusun adalah sama sama membahas tentang pernikahan yang dilakukan
secara online. Perbedaannya skripsi yang ditulis oleh Syarifah Rahmah berfokus
pada pernikahan online dalam perspektif hukum islam, sedangkan skripsi yang
penulis susun membahas tentang kebijakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah
terkait pernikahan online di masa pandemi.

Skripsi dengan pendekatan yang sama vyaitu skripsi karya Mufliha
Burhanudin dengan judul “Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan

Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia” !

. Skripsi ini
membahas tentang pemanfaatan video call dalam perkawinan, proses akad nikah
melalui video call dalam tinjauan undang-undang perkawinan dan hukum islam di
Indonesia, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan dilakukannya akad
nikah melalui video call. Persamaan skripsi yang ditulis oleh Mufliha Burhanudin
dengan skripsi yang akan penulis susun adalah sama-sama membahas pernikahan

online dalam kebijakan hukum yang ada di Indonesia. Sedangkan perbedaannya

skripsi karya Mufliha Burhanudin ditulis perihal pelaksanaan dan pengaplikasian

° Syarifa Rahmah, Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam, skripsi
Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu (2020)

10 Mufliha Burhanudin, Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang
Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Alaudin
Makasar, Makasar (2017)
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap kondisi
masyarakat hidup dan tumbuh dalam era kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi yang menuntut harus mengikuti pertumbuhan zaman agar dapat
memecahkan kendala-kendala yang dihadapi seperti pada realita pelaksanaan akad
nikah melalui video call. Sedengakan skripsi yang penulis susun ditulis perihal
kendala adanya pandemi yang tidak memungkinkan masyarakat melakukan
pernikahan secara langsung / offline.

Karya IImiah dengan pendekatan serupa juga dijelaskan dalam skripsi karya
Aulia Rahmah Saffira dengan judul “Perkawinan Siri Online Masa Pandemi
COVID-19)."" Skripsi ini membahas tentang pernikahan siri secara oline yang
marak terjadi ditengah pandemi COVID-19 dimana pernikahan yang dilakukan
memanfaatkan jasa penghulu online. Terbukti ada beberapa situs online yang
menawarkan jasa untuk melaksanakan pernikahan siri secara praktis melalui media

online.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan gambaran secara ringkas tentang teori yang akan
digunakan dalam pertanyaan dalam peneitian. Adapun teori yang akan penulis
jadikan landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kebijakan Publik

""" Aulia Rahmah Saffira, Perkawinan Siri Online Masa Pandemi COVID-19, skripsi
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, Surabaya (2020)
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Kebijakan publik merupakan suatu ilmu multidisipliner karena melibatkan
berbagai macam disiplin ilmu seperti ilmu politik, social, ekonomi dan psikologi.
Studi kebijakan berkembang pada awal 1970-an. Definisi kebijakan publik pertama
kali dikemukakan oleh Harold D. Laswel dan Abraham Kaplan melalui Howlett
dan Ramesh (1995:2) yang mendefinisikan kebijakan public sebagai ‘“suatu
program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik tertentu
(a projected of goals, values dan practices).!? Selanjutnya dikatakan bahwa
kebijakan public merupakan suatu bentuk invervensi yang dilakukan secara terus
menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung
dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut dalam pembangunan secara
meluas. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan public merupakan Tindakan yang
dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang memiliki tujuan tertentu guna

memecahkan masalah publik atau demi kepentingan public.

Dari definisi tersebut kita dapat melihat bahwa kebijakan public memiliki
kata kunci yaitu “tujuan”, “nilai-nilai”, dan “praktik”. Suatu kebijakan public yang
dibuat haruslah memiliki tujuan yang didasarkan atas kepentingan public. Dalam
hal ini kebijakan public yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki tujuan penting

demi memecahkan permasalahan yang ada dalam masyarakat yaitu pernikahan

yang dilakukan secara online yang dilandaskan pandemi COVID-19.

2. Teori Kemanfaatan

12 Howlett, Michael dan Ramesh, Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy
Subsystem, (Toronto: Oxford University Press, 1995), him. 2
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Teori Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham
(1748-1831). Pada zaman itu Bentham menghadapi persoalan bagaimana baik
buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Bentham
menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu
kebijakan atau tindakan tertentu memberikan suatu manfaat atau sebaliknya
kerugian bagi orang-orang terkait.'®

Teori ini memiliki pandangan bahwa setiap tindakan dan kebijakan perlu
dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang dibebankan kepada masyarakat.
Suatu tindakan atau kebijakan dianggap “benar” jika memberikan manfaat paling
besar dan biaya paling kecil (bila semua alternatif hanya membebankan biaya
bersih). Terdapat sebuah prinsip moral yang mengklaim bahwa sesuatu dianggap
benar jika mampu menekan biaa social (social cost) dan memberikan manfaat social
(social benefit).

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sangat diperlukan masyarakat dalam menjamin hak hak
yang dimilikinya sebagai manusia seperti mendapatkan ketentraman, keamanan,
keadilan, dsb. Kepastian hukum memiliki sifat paksa (sanksi) yang berguna untuk
membina dan mempertahankan tatatertib dalam lingkungan masyarakat juga
didukung dengan sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan

sebagaimana yang kemudian disebut undang-undang dibuat dengan pasti, jelas dan

13 Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya, (Yogyakarta, Kanisisus, 1998),
hlm. 93
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logis. Jelas yang dimaksud adalah menimbulkan keragu-raguan dan menyebabkan

multitafsir.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode,
sistematika, dan pemikiran eksklusif dengan tujuan mempelajari suatu
permasalahan hukum dengan cara menganalisisnya.'* Metode penelitian adalah
rangkaian aturan, hukum dan tata cara tertentu yang diatur berdasarkan kaidah
ilmiah, yang mengatur agar suatu penelitian tetap dalam koridor keilmuan tertentu
yang kemudian hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.'> Metode yg
akan penulis gunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun yaitu penelitian lapangan (field
research) yaitu penelitian yang berusaha memahami fenomena apa yang dialami

oleh subjek penelitian dengan suatu konteks khusus yang alamiyah.'¢

2. Sifat Penelitian
Peneltian ini bersifat deskriptif yaitu penyusun menggambarkan secara jelas

objek berdasarkan fakta yang ada mengenai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah

14 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, Ul-Press , 1986), him. 43

15 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta:
Salemba Humanika, 2010), hlm. 3

16 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: RosdaKarya, 2005), him. 9
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terkait pernikahan dimasa pandemi dimana masyarakat berinisiatif untuk
melaksanakan akad nikah secara online akibat dari ketentuan social distancing.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. !’
Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis empiris. ' Metode
penelitian yuridis empiris adalah suatu teori yang mempelajari pengaruh hukum
terhadap masyarakat dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum ke
masyarakat.!”” Berdasarkan metode pendekatan yuridis empiris maka dalam
pengumpulan data yang dikaji sesuai dengan undang-undang dan kenyataan social
terkait kebijakan hukum pemerintah Yogyakarta tentang pernikahan online di masa
pandemi.
4. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer merupakan data mengikat yang diperlukan dalam
penelitian. Pada penelitian ini, data primer yang digunakan oleh penyusun
yaitu dengan melakukan wawancara terhadap narasumber.
b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai sumber
tambahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini diperoleh dari

sumber hukum berupa jurnal, buku-buku, artikel ilmiah, ataupun karya tulis

17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), hlm. 23

18 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105

19 Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2009) him. 19
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yang terkait dengan pokok bahasan. Bahan-bahan hukum tersebut sebagai

berikut.

1) Bahan hukum primer
a) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019;

b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
c) Fatwa MUI hasil [jtima Ulama ke-7;
d) Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan lebih lanjut terkait bahan
hukum primer seperti: buku, jurnal, tesis, disertasi dan peraturan
perundang-undangan lainnya yang kaitanya dengan obyek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Penyusun mengumpulkan data salah satunya dengan teknik
wawancara. Wawancara merupakan dialog yang dilakukan oleh
pewawancara guna mendapatkan data atau informasi dengan terlebih dahulu
menyusun  pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada
terwawancara.?’ Dalam penelitian ini narasumber yang akan diwawancarai
adalah Kepala KUA Kemantren Gondokusuman.
b. Studi Kepustakaan
Dalam penelitian ini, penyusun juga menggunakan teknik studi

kepustakaan atau studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang

20 Suharsimi Arikunto, Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2011), him. 156
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terkait dengan permasalahan yang diajukan dengan cara mempelajari buku-
buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, dan dokumen peraturan
perundang-undangan.
6. Analisis data
Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan suatu
permasalahan berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang diguakan oleh
penyusun adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya penelitian
dengan melakukan pengamatan terhadap data lapangan dengan bantuan literatur

maupun bahan terkait dalam penelitian.?!

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi tenang alur penulisan yang
disertai dengan logika atau argumentasi penulis mengenai susunan bagian-bagian
skripsi untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta
mendapatkan kesimpulan yang benar. Sistematika dalam penyusunan penelitian ini
adalah sebagai berikut.

BAB I (satu) yaitu pendahuluan, pada bab ini terdiri dari: latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,

kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

2l Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999),
hlm. 72.
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BAB II (dua) berisi mengenai tinjauan umum tentang pernikahan. Dalam
bab ini membahas tentang pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan
pernikahan, serta syarat dan keabsahan akad dalam pernikahan,

BAB III (tiga) membahas secara mendalam tentang pernikahan online yang
dikarenakan pandemi COVID-19. Dalam bab ini terdiri dari 4 (empat) sub-bab,
yaitu: darurat pandemic COVID-19 terhadap pernikahan, definisi pernikahan dalam
perspektif hukum islam, dan keabsahan pernikahan online dalam perspektif hukum
islam itu sendiri.

BAB IV (empat) memuat praktik pernikahan online pada masa pandemi di
Yogyakarta, bagaimana prosedur pernikahan online, kebijakan yang dijadikan
pemerintah Yogyakarta dalam melaksanakan pernikahan online serta kesesuaian
kebijakan tersebut dilihat dalam perspektif Peraturan Menteri Agama, Fatwa MUI
serta Peraturan Perundangan-Undangan (KHI).

BAB V (lima) berisi penutup yang diantaranya memuat kesimpulan dari
hasil penyusunan penelitian ini. Serta memuat saran yang merupakan kritik,
masukan, usul, maupun rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang

didapatkan.
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BABYV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis pada

bab sebelumnya, maka telah dirumuskan oleh penulis. Adapun kesimpulan yang

diambil sebagai berikut:

1.

Pernikahan online yang dimaksud oleh para pejabat KUA merupakan
pernikahan dimana jika salah satu unsur prosesi akad baik calon mempelai pria
atau wali nikah tidak bisa menghadiri prosesi akad maka bisa mewakilkan
kepada kerabat/orang yang dapat dipercaya dan calon mempelai pria atau wali
nikah yang tidak bisa menghadiri prosesi akad tetap dapat menyaksikan prosesi
akad melalui media teleconference / media online seperti video call wa, zoom
meet dan lain sebagainya.

Pernikahan online dimasa pandemi dapat dilaksanakan dan dianggap sah jika
telah memenuhi syarat sah pernikahan yaitu adanya calon pengantin pria/
suami, pengantin wanita/istri, wali nikah, dua orang saksi, dan adanya ijab
qabul. Yang tentunya dalam pelaksanaan ijab qabul sendiri terdapat beberapa
ketentuan tertentu yaitu dilaksanakan secara ittihadu majlis (berada dalam satu
majelis), dengan lafadz yang sharih (jelas), dan ittishal (bersambung antara ijab
dan gabul secara langsung).

Dalam hal ini, pemerintah Yogyakarta menggunakan Peraturan Meneteri
Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah dalam acuan

melaksanakan pernikahan secara online, dimana didalamnya membahas tentang
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syarat calon mempelai dan wali nikah, dimana ketika salah satu dari keduanya
tidak dapat hadir dalam prosesi akad nikah maka dapat diwakilkan dengan
syarat membuat surat kuasa (bagi calon suami yang tidak bisa hadir) dan surat
taukil wali (bagi wali nikah yang tidak bisa hadir). Hal tersebut sesuai dengan
hasil [jtima MUI ke-7 yang juga membahas tentang pernikahan online, oleh
karenanya dapat dikatakan bahwa kebijakan yang digunakan dianggap sesuai

dengan hukum islam yang berlaku.

Saran

1.

Harus adanya edukasi terkait definisi perniakahan online itu sendiri melihat
masih banyaknya pemikiran sederhana terkait suatu pernikahan yang
dilaksanakan secara online.

Sebaiknya pemerintah membuat suatu kebijakan baru yang memperjelas tata
cara pernikahan yang dilakukan secara online sehingga keabsahan dari praktik

pernikahan online sendiri tidak terus dipertanyakan.
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